GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 984 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

7 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah
dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP
dengan Keputusan Kepala Daerah;

bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk
memperoleh Informasi Publik dalam pemberian kepastian
tandar pelayanan informasi tentang fasilitasi sengketa
asi publik, maka perlu menetapkan Standar
asi Sengketa Informasi Publik;

28 Tahun 1999 tentang
ang Bersih dari Korupsi, Kolusi

Tahun 2002 tentang

Tahun 2008 tentang




Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

an Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
g Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
. Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
ahun 2011 Nomor 704);

nasi Publik Nomor 1 Tahun 2021
ormasi Publik (Berita Negara
021 Nomor 741, Tambahan
g’sm;Nomor 37);

yuan Riau Nomor 4 Tahun
‘dan Susunan Perangkat
insi Kepulauan Riau Tahun
_embaran Daerah Provinsi

Riau Nomor 75 Tahun
pan dan pemutakhiran
dministrasi Pemerintahan
Kepulauan Riau (Berita
un 2019 Nomor 643);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Standar Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.
KEDUA : Standar Fasilitasi Sengketa Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran
Keputusan ini.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
ada tanggal 16 Agustus 2022

in Riau di Tanjungpinang;
erah Provinsi Kepulauan



Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor :984 Tahun 2022
Tanggal : 16 Agustus 2022
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TGL. REVISL :

TGL. EFEKTIF :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU = e
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DASAR HUKUM

1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

5. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

6. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7 Peraturan Gubernur Kepri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan di Lingkungan
Provinsi Kepulauan Riau; g

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi |

2. SOP Penanganan Keberatan; ;
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.




FLOWCHART STANDAR FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

mengajukan keberatan

Pelaksana Pendukung
¥o Segiaten Pemohon Komisi
ot : PPID Atasan PPID | - Kelengkapan Waktu Output
1 |Mengajukan keberatan secara (1) Formulir Pengajuan  |Pada hari dan jam kerja, |Berkas permohonan
tertulis kepada Atasan PPID Keberatan Informasi maksimal 10 (sepuluh) hari |informasi yang telah
dalam waktu 10 (sepuluh) hari Publik yang tersedia di  |kerja, sejak permohonan |diisi lengkap dan
kerja, sejak permohonan - meja pelayanan PPID informasi teregistrasi iri
informasi teregistrasi. atau ditampilkan di
website dan dapat
diunduh, (2) Fotocopy
atau scan identitas diri
(NIK) dari pemohon yang




